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PASAL 70

Ayat (1) Ayat (2)

Setiap Tenaga Kerja

Konstruksi yang bekerja di 

bidang Jasa Konstruksi

wajib memiliki Sertifikat

Kompetensi Kerja

Setiap Pengguna Jasa dan/atau

Penyedia Jasa wajib mempekerjakan

tenaga kerja konstruksi yang memiliki

Sertifikat Kompetensi Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

AMANAT PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT
KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA
(UUJK 2/2017 SEBAGAIMANA DIUBAH MENJADI UUCK 11/2020)

Pasal 99 ayat 1 :

Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa 

Konstruksi tidak memiliki sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana

dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dikenai Sanksi Administratif

berupa Pemberhentian dari tempat kerja.

SANKSI 

Pasal 99 ayat 2 : 
Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa yang mempekerjakan

Tenaga Kerja Konstuksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi

Kerja dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai Sanksi Administratif

berupa:

a) Denda Administratif; dan/atau

b) Penghentian Sementara Kegiatan Layanan Jasa Konstruksi.  

PP 22/2020

Pasal 29

Ayat (1) Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh

melalui proses uji kompetensi

sesuai dengan Standar Kompetensi

Kerja.

Ayat (2) Sertifikat Kompetensi Kerja berlaku

selama 5 (lima) tahun dan dapat

diperpanjang.

Ayat (3) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

Kerja untuk Kualifikasi ahli harus

memenuhi persyaratan

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan.
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URGENSI PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

1. Permohonan perpanjangan sertifikat

2. Verifikasi kecukupan persyaratan nilai

kredit PKB

3. Pelaksanaan uji kompetensi

4. Keputusan hasil uji kompetensi

5. Pencatatan Sertifikat

6. Penerbitan Sertifikat PKB Syarat

WAJIB untuk

PERPANJANGAN 

SKA

TATA CARA PERMOHONAN 

PERPANJANGAN SERTIFIKAT:

Sumber: Pasal 29B ayat (2) PP Nomor

14 Tahun 2021 

HARUS MEMENUHI PERSYARATAN NILAI KREDIT PKB 
UNTUK MELAKUKAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT



Menjadi
200 SKPK
Ahli Jenjang

Utama

(Jenjang 9)

150 SKPK
Ahli Jenjang

Madya

(Jenjang 8)

100 SKPK
Ahli Jenjang

Muda

(Jenjang 7)

▪ Jangka waktu pemenuhan nilai kredit 3 

Tahun sesuai dengan Masa berlaku SKA 

(Permen 45/2015)
Semula 120 SKPK

▪ Jangka waktu pemenuhan nilai kredit sesuai dengan

Masa berlaku SKK.

▪ SKK berlaku selama 5 Tahun (Pasal 29 Ayat (2) PP 

22/2020)

▪ Permohonan perpanjangan yang tidak dapat

memenuhi verifikasi kecukupan nilai kredit, tenaga

ahli dapat mengajukan permohonan perpanjangan

Kembali setelah memenuhi nilai kredit PKB (Pasal

29B Ayat (4) PP 14/2021)

▪ Ketentuan pemenuhan nilai kredit PKB berlaku

mulai 1 April 2022 (1 Tahun setelah Permen PUPR 

12/2021 diundangkan).

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN 

BERKELANJUTAN (PKB)

• Upaya memelihara dan 

meningkatkan kompetensi, 

profesionalitas, dan produktivitas

Tenaga Ahli secara

berkesinambungan.

• Verifikasi kecukupan persyaratan

nilai kredit PKB menjadi salah satu

tahapan dari proses perpanjangan

Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

PERSYARATAN PEMENUHAN NILAI KREDIT PKB 
OLEH TENAGA AHLI
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Perlu mendorong tenaga ahli konstruksi untuk melakukan

registrasi akun PKB tenaga ahli dan mencatatkan kegiatan PKB 

yang diikuti pada logbook tenaga ahli

Perlu mendorong penyelenggara PKB semakin aktif

menyelenggarakan kegiatan PKB dan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan kegiatan PKB 

Perlu mendorong keterlibatan Asosiasi Profesi Terakreditasi dalam

verifikasi dan validasi, serta penilaian kegiatan PKB terverifikasi

Perlu mendorong keterlibatan LSP dalam verifikasi dan validasi, serta

penilaian kegiatan PKB tidak terverifikasi

Memastikan verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit PKB dilaksanakan

oleh LSP sebagai proses perpanjangan sertifikat tenaga ahli

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN 
BERKELANJUTAN



TERIMA KASIH


